MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159/KMA/SK/X/2011
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden RI Nomor 54/P
Tahun 2011 tentang pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, maka perlu menempatkan Hakim Ad Hoec
tersebut pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia;
b, bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan tersebut
dalam lajur 3 memenuhi syarat dan sudah mendapatkan pertimbangan
Pansel Tipikor untuk ditempatkan sebagai Hakim Ad Hoc pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam lajur 4
daftar lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi,

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman:

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Neger Sipil;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009
Nomor tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan
Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang

Kepegawaian;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas
sebagaimana tersebut pada lajur S daftar lampiran Keputusan ini dengan
baik dan penuh rasa tanggung jawab.
KEDUA ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara

(DIPA Tahun 2012).

KEEMPAT @ ...l




KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. :

Ditetapkan di  Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG
i REPUBLIK INDONESIA

A

. Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

e NG e

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.

Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.




e MAHBKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TANGGAL 18 Oktober 2011

159/KMA/SK/X/2011

NO. NAMA JABATAN PENUGASAN KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5.
I. | SYAIFUL HAS ARI, SH Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

2. | HAMIDI DJAMIL, SH Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh
3. | ZULFAN EFFENDI, SH Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh
4. | M. FATAN RIYADHI, SH Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang
5. | JONNI GULTOM, SH.,MH Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang
6. LINDAWATI, SH.,MH Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pidana Korupsi Tingkat Pertama

pada Pengadilan Negeri Tanjung
Pinang
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3.

4.

10.

11

12.

14.

>U,ﬂ<, SH.,MH

EDI ISTANTO, SH
ELISYA FLORENCE, SH
AMIR ASWAN, SH

SURYADI, S.Sos.,SH..MH
MEDI STAHRIAL ALAMSJAH, SH..MH

RAHMAT, SH

HENNY ANGGRAINI, SH. MH

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Pangkal
Pinang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Pangkal
Pinang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bengkulu
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3.

4.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

24.

H. TOTON, SH,MH

AGUSALIM, SH.,MH

UKAR PRIYAMBODO, SH.. MH

YARNA DEWITA, SH.,MM

ANUAR SAKTI SIREGAR, SH.,MH

DARLINA DARWIS, SH

JOHN DISTA, SH

SUHERMAN, SH

ERIZAL, SH

FAUZIL, SH

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palangkaraya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palangkaraya

P Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada engadilan Negeri Palangkaraya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palangkaraya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Mamuju

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Mamuju

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Mamuju

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palu

N\Nm.




3.

4.

25.

26.

27.

28.

29.

32,

DARMANSYAH, SH
FELIX DA LOPES, SH..MH
KUSDARWANTO, SH.,SE
YON EFRI, SH.,MH
SYAMSUIL BAHRI, SH
NICH SAMARA, SH.,MH
WENNYNANDA, SH

H. ARIZON MEGAJAYA., SH

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palu

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palu

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kendari

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kendan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kendari

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Manado

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Manado

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Manado




2.

3.

4.

34

35.

36.

40.

ENCANG HERMAWAN, SH

SUKATMA, SH

-BANELAUS NAIPOSPOS, SH

NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.,Ak

MIPTAHUL HALIS, SH

GUNTUR, SH..MH

HERY LELIANTONO, SH

EDY SEPJENGKARIA, SH.,CN

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Gorontalo

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Gorontalo

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Gorontalo

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Denpasar

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Neger1 Denpasar

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Denpasar

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Neger1 Ambon

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Ambon
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3.

4.

4].

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

ABADI, SH

MOCHAMAD MAHIN, SH. MH

MARDEFNI, SH..MH

HANDRIANUS INDRIYANTA, SH

HARI ANTONO, SH

KEMAS AHMAD JAUHARI, SH.,MH

H. AHMAD DRAJAD, SH

JOKO SUBAGYO, SH.,MT

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Ambon

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Ternate

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada engadilan Negeri Ternate

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Manokwari

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Manokwari

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat

49.

{
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2.

3.

4.

49,

50.

5L

52.

54.

ALEXANDER MARWATA, Ak.,SH.,CFE

GUSTINA ARYANI, SH.,MH

JUNAIDA, SH

GATOT NOERJANTOPRAJITNQ, SH

ROBERT PASARIBU, SH..MH

AGOES PRIJADI], SH

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Semarang

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

P

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH



